
 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURBALINGGA 

NOMOR    09   TAHUN 2012  

TENTANG 

PENGELOLAAN AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PURBALINGGA, 

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan 
lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah dengan 
tujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air 
tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan 
perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta 
berpihak kepada kepentingan rakyat;  

b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang  
pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, 
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan 
keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan 
akuntabilitas; 

c.  bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati menyusun 
dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah 
Kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis 
pengelolaan air tanah Propinsi Jawa Tengah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;  

 

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3833); 

5.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 

 

 



 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725 );  

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  140, Tambahan 
Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 5059);    

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya  Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 1982 Nomor  
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3226);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  3838); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  28 Tahun 2000 tentang Usaha 
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  
4161);  

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4737); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008   tentang   Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859 ); 

 

 



 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

dan 
 

BUPATI PURBALINGGA 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN   AIR TANAH  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah  adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekeuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

4. Kepala SKPD Provinsi adalah Kepala Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di 
bidang air tanah. 

5. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

7. Bupati adalah Bupati Purbalingga.  

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD  adalah Satuan Kerja Perangkat  Daerah yang 
membidangi energi dan sumber daya mineral. 

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah  yang membidangi energi dan sumber daya mineral. 

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 
atau batuan di bawah permukaan tanah. 

11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat 
menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup 
dan ekonomis. 

12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah 
suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat 
semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, 
pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 

13. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT 
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, 
tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran dan pelesan air tanah 
berlangsung di lintas Kabupaten / Kota. 



 

14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu    
menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah. 

15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang 
berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah. 

16. Rekomendasi teknis adalah Persyaratan teknis yang bersifat mengikat 
dalam pemberian izin. 

17. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, 
pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah. 

18. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah 
dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya. 

19. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk 
memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai 
keperluan. 

20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan memakai air tanah. 

21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan mengusahakan air  tanah. 

22. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia 
dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 
makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.  

23. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan 
informasi air tanah. 

24. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal 
agar berhasil guna dan berdaya guna. 

25. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, 
menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang 
disebabkan oleh daya rusak air tanah. 

26. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang 
dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, 
pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air 
tanah. 

27. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan 
terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian 
dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. 

28. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan 
muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.  

29. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata 
berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu 
cekungan air tanah.  

30. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara 
mekanis maupun manual.  

31. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh 
hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. 

32. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh 
hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. 

 

 



 

33. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

34. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut 
Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada  lingkungan hidup  yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan.  

35. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah pernyataan kesanggupan 
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan 
hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.  

 

BAB II 
FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN 

 
Pasal 2 

 
Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang 
diwujudkan secara selaras. 

  
Pasal 3 

 
(1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada CAT. 

(2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Purbalingga – 
Purwokerto yang merupakan bagian wilayah CAT.  

 
BAB III 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
 

(1) Pengelolaan Air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan 
kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  

(2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung 
jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, 
pengelolaan data air tanah, dan ketentuan peralihan, serta ketentuan 
penutup. 

 
BAB IV 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  

Pasal 5 

(1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah 
meliputi : 

a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di wilayahnya 
berdasarkan kebijakan teknis air tanah nasional dan provinsi dengan 
memperhatikan kepentingan kabupaten  sekitarnya; 


